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ABSTRAK

Penulis skripsi ini dilatar belakangi adanya kasus No. 02 /pid.Sus/2011/
ptpkor.yk. Kasus ini tergolong dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo
UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak
pidana korupsi yang menjelaskan setiagp orang yang melakukan tidak pidana
korups tertentu dapat dipidana mati dalam kasus ini pelaku Jiono Ihsan, bin
Sadiman terbukti menerima bantuan tahap | pada tanggal 2 Juni 2007
Rp.2.202.000.000,00 (dua milyar dua ratus dua juta rupiah) dan tahap Il pada
tanggal 22 Agustus 2007 Rp 3.303.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus tiga juta
Rupiah), total dana bantuan sgjumlah Rp.5.505.000.000,00 (Lima milyar lima
ratus lima juta Rupiah). hasil pemotongan dana rekonstruksi tersebut tahap | dan
tahap Il sgjumliah Rp. 2.085.500.000,00. Berdasarkan saksi, pada kasus ini majelis
hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun.

Pembahasan skripsi ini penulis membahas pertimbangan hakim dalam
tindak pidana korupsi No. 02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.

Sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini
adalah: diskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data tentang obyek
penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif dan selanjutnya dianalisa untuk
mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok permasalahan. Daam
penelitian ini penulis mengambil metode library research)yaitu: penelitian yang
dilakukan dengan jalan mempelgari, menelaah dan memeriksa bahan putusan
hakim dalam tindak pidana korupsi yang ada relevansinya dengan materi
pembahasan No.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor.Y k.

Berdasarkan analisis dapat disimpulan bahwa putusan majelis hakim
terlalu ringan dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jiono Ihsan, terdakwa
dipidana penjara selama 2 Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00
(seratugiuta rupiah), dan serta tambahan terhadap terdakwa membayar uang
pengganti kepada Negara sebesar Rp. 249.462.750,00 (Dua ratus empat puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
Serta pertimbangan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-ha yang
meringankan kepada terdakwa Jiono Ihsan selaku kepala Desa Mangunan DIlingo
Bantul. Dirasa penuntut umum pidana penjara 3 Tahun dan pidana denda Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam tuntutanya tidak terlalu
memberatkan bagi terdakwa tetapi majelis hakim tidak mengabulkan, tuntutan
oleh penuntut umum. Serta tambahan Rp. 249.462.750,00 (dua ratus empat puluh
sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Jika
dilihat uang Negara yang telah dirugikan oleh terdakwa sebesar
2.085.500.000,00 (dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanks pada
Jiono Ihsan adalah mukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti
korupsi uang bantuan bencana atau musibah, sebagai mana yang di atur dalam
Undang-undang No 31 Tahun 1999 Ayat 3 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Tidak dapat dipungkiri bahwa korupsi memunculkanilaguy yang
merugikan pemerintah.Korupsi bersal dari bahasa laticorruption dari kata
kerja corrumpere yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memuiarba
menyogok, menurufransparency International adalah perilaku pejabat publik,
baik politikus, politisi maupun pegawai negeri, gaecara tidak wajar dan tidak
legal memperkaya diri atau memperkaya yang dekatgateya, dengan
menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercay&lepada mereka.Dari

sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakupg-unsur:

1. Melanggar hukum yang berlaku.
2. Penyalahgunaan wewenang.
3. Merugikan Negara
4. Memperkaya pribadi atau diri sendiri
Dalam makna yang luas korupsi atau korupsi pdidiglah penyalahguaan
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi atau relaitikp Berat ringan korupsi

berbeda, dari yang ringan sampai yang berat. Tifikng korupsi adalah

! Saeful Deni Korupsi Birokrasi Konsekuwensi, Pencegahan dan Tindakkan Dalam Etika
Administrasi Publik, (Yogjakarta: Naufan, 2010hIim. 233.

2 Robert KlitgaarMembasmi Korupsi, (Jakarta, Obor,2001), him. 28.



kleptokrasi, yang arti harafiahnya, pemerintah g jujurpun tidak add.
Masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan @eagan ruang gerak yang
cukup luas, dari individu atau kelompok.

Adanya kegagalan tujuan pemerintah untuk menjadikagara lebih
maju, dengan konfigurasi korupsi menjadikan pendisntujuan pemerintah,
secara idial misi pemerintah membuat insfrasetruépa yang dibutuhkan pada
daerah. Korupsi diatur dalam Undang-Undang RI NoT&hun 1999 yang diubah
dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang éramtsan Tindak
Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan koageah usaha memperkaya
diri atau orang lain atau suatu korporasi dengaa geelawan hukum yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Adapun sanksi dijatuhkan oleh majelis hakim adauunetidaksesuian
dalam hukuman bagi tindak pidana korupsi selanngika diinterkoneksikan
dalam Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindakd&Korupsi Rl No. 31
Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nola&n 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakak fuias melihat hukuman

yang dijatuhkan, padahal Negara Indonesia mayomtasyaratnya beragama

3 http://asrihandayani. wordpress.com/2010/03/31/peiam-korupsi kolusi dan-nepotisme/
Diakses senin,15 Juli 2011.

* Moh.Hatta:Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan
Kejahatan, (Yogjakata: Pustaka Pelajar,2010), him. 63.



Islam, tetapi hukuman yang ditatuhkan pada tersaniglak sesuai dengan nilai
undang-undang positif yang dipakai Indonesia.

Dalam praktek korupsi ada dua pihak yang tergokmrgpsi: pemberi dan
penerima. Ada tigabelas Negara yang tergolong Isbrymitu: Azerbaijan,
Bangladesh, Bolivia, Kamerun, Indonesia, Kenya, eNgg Pakistan, Filipina,
Rusia, Tanzania, Uganda, dan Ukraina, Menurut suyaemg sama Negara yang
bersih dari korupsi, survey persepsi oleh Transsiaternasional di tahun 2001:
Australia, Kanada, Denmark, Finlandia, Islandiaxemburg, Belanda, Selandia
Baru, Norwegia, Singapura, Swedia, dan Swiss. Nadewnikian, nilai dari survei
tersebut masih diperdebatkan karena dilakukan barkan persepsi subyektif dari
para peserta survei terseBut.

Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yamgatamencemaskan
dan menguatirkan Negara, semakin meluas dan mehapaua lembaga. Kondisi
tersebut telah menjadi salah satu faktor kegagaldegara untuk
menkonfigurasikan masyarakat makmur, sejahtera daemberikankan
pengayoman kepada masyarakat. Ketidak berhasilgeranenemberantas korupsi
semakin melemahkan citra negara dimata masyarakasyarakat tidak patuh
terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kasmars yang absolut.

Apabila tidak ada perbaikan yang berarti, maka kngtrsebut akan sangat

® Kompas Senin, 25 Juli 2011



membahayakan kesatuan dan persatuan bdriDa@am Undang-Undang tindak
pidana korupsi Pasal 2 dicantumkan bahwa hukumginpledéaku korupsi yaitu:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara didenda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentupidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 12, Setiap orang yang
melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419,Pasal 420,
Pasal 423, Pasal 425, atau Pasal 435 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah).

Dalam undang-undang diatas ditetapkan, dalam kotupa dipenjara yang
berat seperti penjara seumur hidup dan bisa dkatutihukuman mati bagi pelaku
ketika dalam keadaan tertentu. Akan tetapi majglsm memutuskan hukuman pada
Jiono Ihsarbin Sadiman yang telah terbukti korupsi, tidak adaur memberatkan
bagi terdakwa, dan tidak begitu memperhatikan agagytelah dirugikan dalam
Negara dan masyarakat. Hukuman yang dibebankanlisnbpgkim kepada Jiono

Ihsan, ada nilai yang menjanggal dengan Undang-tundd No. 31 Tahun 1999

& www. Bappenas.go.id/get-file-server/node/369. Diakses 25 juli 2011



tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yarzatdidengan No. 20 Tahun 2001
tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pembahasan kasus yang diangkat oleh penyladam putusan majelis
hakim No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk Pelaku Jiorgathbin Sadiman telah terbukti
menerima bantuan dari Negara, yang diberikantahppdl tanggal 2 Juni 2007
sebesar Rp.2.202.000.000,00 (dua milyar dua rataguda rupiah) dan tahap Il pada
tanggal 22 Agustus 2007 sebesar Rp 3.303.000.0Q0g@0milyar tiga ratus tiga juta
rupiah), sehingga total dana bantuan yang telahairdan sejumlah
Rp.5.505.000.000,00 (lima milyar lima ratus limdajuupiah). Berdasarkan fakta
yang terungkap dipersidangan keterangan saksi iearjukardi, Sumijan, Gisa,
Rudiyanto, Suhardi, Suyadi, Sumardi, Ngudi siswamieskan, Suripto, Supandi,
Ngatimin, Ngatiyo, Widodo, Eling Purwanto, Puryadlamet Purnomo, Surata,
Mulato, Legiyanto, Layu Setiawan alias Wawan, latgan ahli dari BPKP dan
keterangan terdakwa, penggunaan uang hasil penastatana rekonstruksi tersebut
menguntungkan diri terdakwa atau orang lain atatuskorporasi karena uang hasil
pemotongan pada tahap | dan tahap Il seluruhnyjarbah Rp. 2.085.500.000,00
(dua milyar delapan puluh lima juta lima ratus ribpiah).

Kiraya sudah jelas modus korupsi yang dilakukah tdéedakwa, dalam bentuk
tuntutan pidanayang dibacakan dipersidangan olelnmet umum pada tanggal 23
Agustus 2011 yang pada pokoknya memohon kepada lisndpakim, agar

menjatuhkan putusan:



a.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pigengra selama 3 (tiga)

tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahaesnentara dengan
perintah terdakwa tetap ditahan.

Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa seBgs&200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bkusangan.

Membebankan terdakwa Jiono lhsdrnn Sadiman untuk membayar uang
pengganti sebesar Rp. 249.462.750,00 (dua ratustepyluh sembilan juta

empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus limatptupiah) subsidair pidana
penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara,ilapab(satu) bulan sesudah
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatknm tetap, maka harta
bendan%/a dapat disita oleh Jaksa dan dilelang umkutupi uang pengganti
tersebut.

Akan tetepi dalam putusan majelis hakim tidak seapa yang diinginkan

oleh jaksa penuntut umum, dalam putusan majlisnhalkakim mengingat Pasal 3 jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana teldaldidengan UU No. 20 Tahun

2001 dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-perataranyang berkaitan dengan

perkara ini hakim mengadili pada pelaku:

1)

2)

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut kdebna itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesd@0Rj00.000,00 (Seratus juta
rupiah),dengan ketentuan apabila denda tersebak tidbayar diganti dengan

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa umbgknbayar uang

pengganti kepada Negara sebesar Rp. 249.462.7%@@0ratus empat puluh

sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu tugtis lima puluh rupiah),

dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar pangganti diganti dengan
pidana penjara paling lama dalam waktu 1 (satu)urb sesudah putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukuemp,tetaka harta bendanya
dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutapg pengganti tersebut, dan
jika terpidana tidak mempunyai harta benda yangcmarpi untuk membayar

uang pengganti tersebut maka diganti dengan pigangara selama 1 (satu)
tahun dan 6 (enam) bulsh .

" Data PN Yogyakarthlo.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor. Yk
8 .
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Adapun hukuman yang dijatuhkan majelis hakim padaocJihsan, ada ninai-
nilai yang meringankan hukuman Jiono lhsan, yaaganJiono lhsah terbukti telah
mengambil haknya masyarakat atau korupsi pada tea@ntu, pada kasus ini
sebenarnya pelaku diancam hukuman seumur hidupn&anengambil milik orang
yang menderita akibat bencana, tetapi majelis hal@am menjatuhkan hukuman
pada Jiono lhsan dipenjara selama 2 (dua) tahun denda sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dan mennbgamti rugi 249.462.750.00.
dengan ketentuan ketentuan jika terpidana tidak lmagar uang pengganti paling
lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusagagéan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dap dieh Jaksa dan dilelang
untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jikaidana tidak mempunyai harta
benda yang mencukupi untuk membayar uang penggersebut maka diganti
dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) t&mué bulan. Dari sini penyusun
tertarik untuk meneliti putusan majelis hakim dalgetusan Jiono Ihsan selaku

Kepala Desa Bantul Mangunan Imogiri Dligo.

B. Rumusan Masalah
C. Pembahasan skripsi ini agar terfokus, maka penydsmamya membahas
putusan hakim dalam tindak pidana korupsi No.028Rig/2011/Ptpkor.YK.
Adapun masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaénpertimbangan dalam

putusan hakim. No.02/Pid.Sus/2011/Ptpkor.Yk.



D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara subtansi penyusun mengambil persoalan pglok telah
disebutkan diatas memiliki tujuan: Mengetahui dapartimbangan putusan
hakim dalam menjatuhkan perkara tidak pidana korup&.02/Pid.
Sus/2011/Ptpkor.Yk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang hendak diperoleh penyusun skripsidaiah :

a. Secara teoritis, penyusun berharap karya tulisdagppat memberikan
tambahan pemikiran dan landasan teoritis bagi parkegan ilmu
hukum pada umumnya dan dapat memberikan informesgenai analisi
putusan majelis hakim dalam kasus tindak pidanaigeir No.02/Pid.
Sus/2011/Ptpkor. Yk. Serta dapat menjadi tambaitawratur atau bahan
informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk pgnselanjutnya,
khususnya dengan kasus tindak pidana korupsi.

b. Secara praktis, dapat menambah wawasan pada perkiussusnya dan
para pembaca umumnya dan menjadi bahan masukak perteerintah,
aparat penegak hukum dalam mengambil langkah-ldngkag tepat dan

dapat mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi.



E. Telaah Pustaka

Untuk memperoleh kepastian dan keseimbangan panebeputar masalah
putusan hakim dalam tindak pidana korupsi, malkaditr berikut dapat dijadikan
acuan sekaligus kajian dalam pembahasan skripsi pé&yusun. Adapun yang
berkenaan dengan hal tersebut adalah:

Skripsi karya Ade Ahmad Hanif yang judul “TindakdBha Korupsi Studi
Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Positif Malaysmembahas tentang
perbandingan undang-undang korupsi positif yangdadadonesia dengan korupsi
yang ada di Malaysia.Dalam penelitian ini yang dikaji tentang mengetatiasar
pertimbangan putusan yang dijatuhkan oleh majeliakiln  No.02/Pid.
Sus/2011/Ptpkor. Yk.

Skripsi karya Habib Abdullah yang berjudul “Diskiimasi Penerapan Hukum
Dalam Kasus Pencurian dan Korupsi di Indonesiad(skasus sejumlah kasus
pencurian dan korupsi di Indonesia)” membahas menkentroversi yang berkaitan
dengan korupsi dan pencurian di IndonéSialam penelitian ini adalah kasus
tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh majellakim No.02/Pid.

Sus/2011/Ptpkor. Yk.

® Ade Ahmad Hanif, Tindak Pidana Korupsi (Studi Kgamasi Hukum Positif Indonesia Dan
Hukum Positif Malaysia)Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ydgyta,
2006, Tidak Diterbitkan.

19 Abdul Habib, Yang Berjudul Diskriminasi Peneragdnkum dalam Kasus Pencurian dan
Korupsi di Indonesia (Studi Kasus Sejumlah KasuacBean dan Korupsi di Indonesj8iripsi
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ydgyta, 2012, Tidak Diterbitkan.



Skripsi karya Arif Faturahman yang berjudul “Hukum&emiskinan Bagi
Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidaslanh” membahas tentang
hukuman pemiskinan menurut hukum Isl&nDalam penelitian ini adalah kasus
tindak pidana korupsi yang dijatuhkan oleh majellakim No.02/Pid.
Sus/2011/Ptpkor. Yk.

Maka berdasarkan telaah dari beberapa sumbertlitetersebut, penyusun
akan mencoba untuk melakukan penelitian dengah khisus yaitu tentang analisis

terhadap pertimbangan putusan hakim No.02/Pid28u%/Ptpkor. Yk.

F. Kerangka Teoritik

Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa rmajedkim dalam
memutuskan tindak pidana korupsi No0.02/Pid. Susd/Fipkor.Yk, menyatakan
terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e UU No. 20 T&0@1 tentang Perubahan
Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasasaRifidana Korupsi jo
Pasal 18 UU No. 31 tentang Pemberantasan Tindaa®idorupsi, sebagaimana
telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentamgb@bBan UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupshnulMt undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 td888 Pasal 2 dan 3 yang

menekankan pada ketentuan sanksi, setiap orang secaya melawan hukum

M Arif Faturahman, Hukuman Pemiskinan Bagi Pelaknd@k Pidana Korupsi Menurut

Hukum Pidana IslanSkrips Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ydgyta, 2011.
Tidak Diterbitkan.
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melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atanglain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekammoNegara, dipidana
penjara dengan penjara seumur hidup atau pidanarpgraling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan dgmaling sedikit Rp.
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paliagybk Rp. 1.000.000.000,00
(satu milyar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yangdenujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, meahganakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karemenjabau kedudukan yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonoreigaray dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjamagpsihgkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau dendagaedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 0.000.000,00 (satu milyar
rupiah). Dalam hal ini tindak pidana korupsi selagma dimaksud dalam ayat
(1), pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjatig singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun.

Yang menyatakan jika terdakawa korupsi dalam keadedentu sebagai
mana yang diatur dalam Undang-Undang tindak pittanapsi No.31 Tahun 1999
itu adalah seseorang yang mengambil haknya oramgtau korupsi milik orang
yang menderita atau terkena bencana alam. Adapsuoskgang diteliti oleh
penyusun ini hukuman yang diputuskan majelis hailkanya 2 tahun dan denda
sebesar sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus jui@hyupadahal pelaku telah

terbukti mengkorupsi harta yang diberikan Negarakimerehabilitasi bagunan-
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bangunan yang telah rusak akibat bencana alamgatapa di Desa Mangunan
Dlingo.

Kewajiban majelis hakim, hakim sebagai penegak hulklan keadilan wajib
mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukugang hidup dalam
masyarakat. Majelis hakim dalam mempertimbangkaatlyengan pidana, majelis
hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat baik damg jahat dari tertuduh atau
tersangkad?

Seperti yang dipandang oleh masyarakat bahwa tadkk keadilan bagi
pelaku kejahatan, kejahatan yang merajalela di riesia. Berujung Negara
Indonesia telah dirugikan besar oleh oknum-oknumugpdor, dan suatu sanksi
yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pelaku ftmu tidak sebanding apa
yang telah dirugikan pada Negara dan masyarakatub@utusan majelis hakim
yang diputuskan di pengadilan negeri, yang diberkepada tersangka yaitu:

1. Bentuk putusan dari segi fungsinya, mengakhiri gerk
a. Putusan Akhir: Putusan yang mengakiri pemeriksdgersidangan, baik telah
melalui semua tahap persidangan maupun belum. guigisgur; verstek yang
tidak di verzet; yang menyatakan pengailan tidakbaang.
b. Putusan Sela, putusan yang dijatuhkan masih dalase pemeriksaan dengan
tujuan memperlancar jalannya pemeriksaan.

2. Bentuk putusan dari segi hadirnya para pihak, digggttthkan putusan:

12 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Semarang, Aneka Iimu, No. 8 Tahun 1981),
him, 253.
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a. Putusan gugur (pasal 124 HIR/148RBG): penggugat @eanohon tidak hadir
padahal telah dipanggil scara patut, tidak juga akikan, dan memberi alasan
berhalangan yang sah, tergugat atau termohon dialdim sidang, tergugat atau
termohon mohon putusan, tergugat atau termohorgéing

b. Putusan verstek (Pasal 125 HIR/49 RBG): putusarg ydijatuhkan karena
tergugat atau termohon tidak hadir, walaupun saija@nggil resmi/patut.

c. Putusan kontradiktatoir: putusan yang saat dijatnhktau dibacakan tidak
dihadiri salah satu pihak.

3. Bentuk putusan dari segi isi, terhadap perkara:

a. tidak menerima gugatan penggugat.

b. menolak gugatan penggugat seluruhnya.

c. mengabulkan gugatan penggugat sebagian dan meseddkhnya;

d. mengabulkan gugatan seluruhnya.

4 Bentuk putusan dari segi sifat, akibat hukum yaitighdulkan:

a. diclaratoire: putusan yang menyatakan suatu keagasam menurut hukum.

b. constitutif: putusan yang menciptakan atau menikdukeadaan baru.

c. comdemnatoire: putusan yang bersifat menghakitahssatu pihak®

5. Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUW&®Ry berbunyi. Jika

Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemerikshasidang, kesalahan

terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadakteadtidak terbukti secara

13 http://www.nyatanyatafakta.info/2010/05/macam-nmgzautusan.html. Diakses tanggal 16
Desember 2012.
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sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebagpukdsuatu keputusan yang
pada akhirnya berakar dalam hati nurani orang yaetpkukannya. Keputusan

adalah suatu keputusan yang diharapkan oleh H&kim.

G.Metode Penelitian
Metode adalah hal dan cara yang prinsip dalam upagacapai suatu
tujuan, untuk memperlancar dan memaparkan obyeky ykan diteliti dalam
menjalankan suatu penelitian tentang analisis kingdana korupsi dana bencana
alam No0.02/Pid. Sus/2011/Ptpkor. Yk. Maka metodardgpenelitian skripsi ini
sebagai berikut:
a. Jenis Pendlitian
Dalam suatu penelitian ini penyusun mengambil neetoldbrary
research)®yaitu: penelitian yang dilakukan dengan jalan meajpg, menelaah
dan memeriksa bahan putusan hakim dalam tindaknaid@rupsi yang ada
relevansinya dengan materi pembahasan No.02/Ps2&LL/Ptpkor.YKk.
b. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dglamyusunan skripsi ini

adalah diskriptif analitis dengan cara mengumpulkan data tentang obyek

14 paul scholtetr Casser Headlaiding Tot De Beoefeaing van het hederlandsch
burgerlijk,penerjemah Siti Soemarti HartonBenuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata,
(Jogjakarta,Ugmpres, 1993), him.181.

15 Arikunto Suhar simiProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, ke 12(Jakarta: PT.
Adimahasatya), him. 8.

14



penelitian, kemudian diuraikan secara obyektif datanjutnya dianalisa untuk

mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokokgsalahan.

. Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini yang digunakan adalah analsismatif. Pendekatan

digunakan untuk mengetahui dasar putusan majetkimh No.02/Pid.

Sus/2011/Ptpkor. YK,

. Sumber Data

1. Sumber Primer
Yaitu: leteratur bahan hukum atau bahan pustakay J@erkaitan dengan

penelitian ini.

a. Arsip dan dokumen tentang putusan hakim No.02/&ud/2011/Ptpkor.Yk.

b. Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). No.27 tahun aegt perubahan
KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemmidegara

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). I8oTahun 1981
tentang hukum acara pidana.

d. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Nl Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi j@2Bléahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber Sekunder
Yaitu: literatur-literatur lain yang berkaitan ataecara tidak langsung yang

berkaitan dengan peneitian ini, sebagai acuan dalasalah yang diteliti.
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e. Teknik Analisis Data

Setelah terkumpul data yang dibutuhkan maka langkalyusun selanjutnya

data yang bersifat kualitatif iff. Akan menganalisis dengan metode.

a. Metode deduktif, yaitu cara berfikir untuk menakigsimpulan yang diambil
dari suatu kaidah atau pendapat umum atau pengapat bersifat umum
menuiju ke suatu pendapat yang lebih khdéus.

b. Metode komparatif, yaitu menganalisa data yang duab untuk
dikomparasikan, sehingga menghasilkan suatu kesampu

H. Sestematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan mempermudah dalam pembahataam
pemahaman skripsi ini maka penyusun, menyusun dengastematika
pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latlakdoegy masalah
sebagai dasar rumusan masalah, pokok masalah oroibatasi masalah yang
diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka s@bajerensi atau bahan kajian
yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pokoHisisayang akan mengupas
pokok masalah, metode penelitian dan sistematikalp@n untuk mengarah pada

suptansi penelitian ini.

16 Suharsimi Arikontp Prosedur Pendlitian: Suatu Pendekatan Peraktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), hal. 202.

1" saifudin Azwar MA, Metode Penelitian, (Yogyakarta Pustaka Pelaja, 1998), him. 40.

16



Bab kedua penyusun memberikan gambaran umum tergangertian
korupsi, dasar hukum korupsi dan jenis tindak pad&orupsi, yang meliputi
putusan tersebut, dan bentikplementasi putusan hakim dalam tindak pidana
korupsi.

Bab ketiga penyusun akan membahas pertimbangambtdddam memberi
putusan tindak pidana korupsi didalamnya termuat&aindak pidana korupsi,
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dzsepthakim.

Bab keempat penyusun akan membahas tentang arteliseslap putusan
hakim dalam tindak pidana korupsi di pengadilaneniegpgyakarta, yang meliputi
dasar kasus, putusan pertimbangan hakim dalamktipid&na korupsi, analisis
terhadap pertimbangan majelis hakim dalam menjathgutusan No.02/Pid.
Sus/2011/Ptpkor. Yk.

Bab kelima, ini merupakan penutup dari skripsi pesoy, yang meliputi

kesimpulan dan saran-saran.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasn panjang pada empat bab sebelumnya, pada bab ini
memberi kesimpulan dari hasil analisis yang sudah dilakukan. Benang merah pada
putusan dan pertimbangan majelis hakim kasus korupsi yang dilakukan oleh Jiono

Ihsan adalah sebagai berikut:

Pertimbangan yang digunanakan oleh majelis hakim bahwa terdakwa sudah
menjadikan penghambat dalam suatu proses pembangunan yang sudah direncanakan
oleh Negara, karena bantuan yang sudah diberikan oleh Negara tidak diberikan
semestinya kepada masyarakat, sehingga bantuan tersebut tidak sesuai dengan apa

yang diharapkan Pemerintah atau Negara.

Terdakwa didalam persidangan bertingkah laku yang sopan, terdakwa memiliki
tanggungan keluarga, yang mana sebagai kepala keluarga. Dan juga Jiono Ihsan
belum pernah dihukum. Serta terdakwa pernah mendapat penghargaan sebagai

Kepala Desa yang teladan.

Putusan yang dijatuhkan oleh majlis hakim kepadalaewa Jiono lhsan
dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan @setiesar Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabiladdetersebut tidak dibayar diganti

dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, ggadana tambahan terhadap
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terdakwa untuk membayar uang pengganti Negara selits. 249.462.750,00 (dua
ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enalahpdua ribu tujuh ratus lima
puluh rupiah), dengan ketentuan apabila Jiono IhBdak membayar diganti dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enangrb

Pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tintak Pidana Korupsi, daam ha tindak pidana korupsi
sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 2 (1) yang menyatakan apabila korups
dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan pada terdakwa. Jika
dilihat dari pandangan masyarakat khususya pada penyusun, hukuman yang
dijatuhkan kepada terdakwa Jiono Ihsan kurang begitu maksimal dan memuaskan.

Karena pelanggaran yang dilakukan oleh Jiono Ihsan sudah tergolong pada Pasal 2
(1.

Padahal korupsi yang dilakukan oleh Jiono lhsan dissat ada bencana atau
musibah, pada kasus ini tergolong tindak pidana yang terlalu kgjam dan tidak
memikirkan atau memperhatikan masyarakat disekitarnya yang mengalami

penderitaan yang sangat memperhatikan.

Semestinya majelis hakim menjatuhkan putusan dalam suatu sanksi pada Jiono
Ihsan adalah mukuman mati, karena dalam kasus ini terdakwa telah terbukti korupsi
uang bantuan bencana atau musibah, sebaga mana yang di atur dalam Undang-

undang No 31 Tahun 1999 ayat 3 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
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B. Saran-saran

Setelah mengetahui putusan dan pertimbangan majlis hakim dalam putusan

belum begitu menberikan jera dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman.

1. Agar mgjlis hakim lebih berat dalam menjatuhkan suatu putusan. Supaya bias
mencegah delik tindak pidana korupsi di Indonesia

2. Membangkitkan semangat majelis hakim dalam memberi suatu putusan terhadap
terdakwa tindak pidana korupsi.

3. Mgjelis hakim agar memperhatikan nilai-nilai formal dan materiil yang telah
dirugikan oleh terdakwa.

4. Agar sebuah sanks hukuman pidana korupsi lebih memberatkan terhadap
terdakwa

5. Kepada peneliti selanjunya agar lebih mendalam dalam mengkaji putusan dan
pertimbangan majlis hakim, dengan melihat berbagai sudut pandang yang sudah

memberikan dampak dari tindak pidana korupsi.
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